
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.251, 2009 DEPARTEMEN PERTANIAN. Penilai. Usaha 
Perkebunan. Persyaratan.  

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/7/2009 

TENTANG 
PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
07/Permentan/OT.140/2/2009 telah ditetapkan Pedoman 
Penilaian Usaha Perkebunan; 

b. bahwa penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh 
Bupati/Walikota, Gubernur atau Direktur Jenderal sesuai 
lokasi kebun dan/atau bahan baku; 

c. bahwa Bupati/Walikota, Gubernur atau Direktur Jenderal 
dalam melakukan penilaian dibantu oleh Penilai Usaha 
Perkebunan; 

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak 
lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian 
Usaha Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Persyaratan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Penilai Usaha Perkebunan; 

 Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun 1992 tentang Sistem  
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 
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2. Undang-Undang  Nomor 18  Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4411); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3839) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, 
juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ 
OT.140/2/2007; 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
12/Permentan/OT.140/2/2007; 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 
140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT. 
140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunanan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 
PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, 
mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan 
bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen 
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan 
masyarakat. 

2. Penilai Usaha Perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat Penilai 
Usaha Perkebunan. 

3. Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan atau yang selanjutnya disebut pelatihan 
adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 
seseorang untuk diangkat menjadi Penilai Usaha Perkebunan. 

4. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) adalah surat tanda 
kelulusan peserta pelatihan. 

5. Sertifikat Penilai Usaha Perkebunan atau yang selanjutnya disebut sertifikat 
adalah tanda atau keterangan tertulis sebagai Penilai Usaha Perkebunan. 

6. Penilaian Usaha Perkebunan adalah penilaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/ 
2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. 

Pasal 2 
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan dan 

pemberhentian Penilai Usaha Perkebunan. 
(2) Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan Tenaga Penilai Usaha 

Perkebunan yang profesional.  
Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi: 
a. Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;  
b. Pengangkatan dan Pemberhentian;dan 
c. Pembiayaan. 
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BAB II 
PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Calon Penilai Usaha Perkebunan 

Pasal 4 
(1) Calon Penilai Usaha Perkebunan berasal dari Pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota.  
(2) Calon Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan: 
a. pendidikan paling kurang Strata I; 
b. pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di unit kerja/instansi yang 

membidangi perkebunan; 
c. sehat jasmani dan rohani; dan 
d. tidak sedang bekerja di perusahaan perkebunan baik milik Negara 

maupun swasta. 
Pasal 5 

(1) Calon Penilai Usaha Perkebunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan 
kabupaten/kota, provinsi, atau pimpinan unit kerja eselon II lingkup 
Direktorat Jenderal Perkebunan disampaikan kepada Direktur Jenderal 
Perkebunan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan. 

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan setelah menerima persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja telah 
selesai memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan. 

(3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah lengkap, Calon Penilai Usaha Perkebunan oleh Sekretaris Direktorat 
Jenderal Perkebunan diusulkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk 
ditetapkan sebagai calon peserta pelatihan. 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Pelatihan 

Pasal 6 
Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Lembaga 
pelatihan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai  bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan ini. 
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Pasal 7 
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan paling 

kurang 48 (empat puluh delapan) jam pelatihan dengan kurikulum yang 
mencakup kebijakan pembangunan perkebunan, penilaian usaha perkebunan, 
dan praktek lapangan. 

(2) Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum 
pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

Pasal 8 
(1) Hasil pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada 

Direktur Jenderal Perkebunan. 
(2) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus 

diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Penilai 
Usaha Perkebunan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Perkebunan. 

(3) Peserta pelatihan yang mendapat STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberikan sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan 
oleh Direktur Jenderal Perkebunan. 

BAB III 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  

PENILAI USAHA PERKEBUNAN 
Bagian Kesatu 

Pengangkatan Penilai Usaha Perkebunan 
Pasal 9 

Peserta pelatihan yang mendapat Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan sebagai Penilai Usaha 
Perkebunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. 

Pasal 10 
Peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh bupati/walikota, gubernur 
atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 11 
(1) Format Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 seperti tercantum pada Lampiran III 
dan IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 


